BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 yang terurai pada pasal 3 yaitu Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Kecamatan Pasimasunggu Timur dituntut untuk dapat memberikan pertanggungjawaban secara akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sebagai bentuk akuntabilitas Kecamatan Pasimasunggu Timur berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD sebagaimana diatur dalam PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu pengungkapan informasi tentang kinerja dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes) dari setiap program yang telah ditentukan oleh Kecamatan Pasimasunggu Timur. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem akuntasi pemerintahan. Laporan Pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang meliputi berbagai sebagai berikut yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan standar akuntasi pemerintah.
Lakip dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada semua instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan perwujudan good governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks : (1) Kinerja sesuai Tupoksi; (2) Keuangan sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun di awal tahun. Akuntabilitas pemerintah yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan di era globalisasi saat ini terutama di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Semangat untuk mempercepat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di antaranya diwujudkan dengan kewajiban setiap tahun kerja di lingkungan Pemerintahan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dan mutlak. Karena Pemerintah Kecamatan ditempatkan sebagai lini terdepan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menangani masalah kemasyarakatan dan menjadi jembatan antara Bupati dan masyarakatnya. Inilah cita – cita Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam perwujudannya mengambil langkah serius dalam menempatkan Kecamatan Pasimasunggu Timur pada posisi yang lebih baik kedepannya dan pada akhirnya tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagai suatu penyambung lidah antara masyarakat dengan Kepala Pemerintahannya.

B. KONDISI UMUM
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan  dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor     Tahun 2022 tentang susunan organisasi, perincian tugas, fungsi, kedudukan dan tata kerja kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah atur melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor    tahun 2022  tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kondisi umum Kecamatan Pasimasunggu Timur saat ini dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Luas Wilayah		: 67.14 Km2
2. Jumlah Penduduk	: 7. 966 Jiwa
-  Laki-laki			: 3.904 Orang
-  Perempuan		: 4.068 Orang
Dengan kepadatan penduduk 111  jiwa per Km ²
3. Batas Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur :
· Batas Utara		:  Kecamatan Pasimasunggu Timur
· Batas Timur		:  Laut Flores
· Batas Selatan		:  Kecamatan Pasimarannu
· Batas Barat		:  Kecamatan Pasimasunggu
4. Secara administratif wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur meliputi 6 (Enam)Desa yaitu :
· Desa Bontobaru
· Desa Bontojati
· Desa Bontobulaeng
· Desa Ujung
· Desa Bontomalling
· Desa Lembang Baji

C. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategik adalah sebagai berikut : 
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang  Keuangan Negara; 
2. Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; 
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kebupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar, Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA SUMBER DAYA
1. Tugas Pokok
Kecamatan Pasimasunggu Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Kepulauan Selayar Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, Camat mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2022, Kecamatan mempunyai fungsi : 
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana  dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan sebutan lain dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Kecamatan Pasimasunggu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2022 dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh:
a. Sekretariat;
· Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
· Sub Bagian Program, Evaluasi dan Laporan;
b. Seksi Tata Pemerintahan;
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
B. LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Sumber Daya Aparatur
a. Keadaan Pegawai.
	Keadaan Pegawai Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar menurut kepangkatan tahun 2022 sebagai berikut :
Pembina/Golongan IV 	=   2 orang
Penata/Golongan III 	=   8 orang
Pengatur/Golongan II 	=   3 orang
Juru/Golongan I 	=  	-   orang
Jumlah	=  13 orang

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan :
Sarjana (S2) 	=  - orang
Sarjana (S1) 	=  8 orang
Saraja Muda 	=  2 orang
SLTA 	=  3 orang
SLTP 	=  	- orang
SD 	=  	- orang
J u m l a h 		= 13 orang




Adapun nama – nama pejabat dan pegawai Kecamatan pasimasunggu timur adalah sebagi berikut  :
	No.
	Nama / NIP
	Pangkat / Golongan
	Jabatan
	Ket.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	H. SAMSUL BAHRI, SE
Nip. 19701016 199803 1 012
	Pembina,  IV/b

	Camat
	

	2.
	Drs. Misrang                                 
Nip. 19680707 200701 1 040
	Penata, TK. I, IV/a

	Sekretaris Camat
	

	3.
	NUR ILHAM, SE
Nip. 19740417 200502 1 004
	Penata, TK. I, III/d

	Kasi Tata Pemerintahan
	

	4.
	FACHRI GAZALI, S. Sos      
Nip. 19760413 200701 1 021
	Penata, III/d

	Kasi Pemdes-kel 
	

	5.
	ALGUARDIN. A,Md
Nip. 19710913 200502 1 006
	Penata, III/c
	Kasi Ekbang
	

	6.
	MUHAMMAD ASDAR, SE
NIP. 19760216 201407 1 001
	Penata, III/c
	Kasi Kesos
	

	7.
	MUHAMMAD IRVAN, ST
Nip. 19820805 201101 1 012
	Penata Muda TK. I, III/b
	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
	

	8.
	ABIURAERA DJAMAL, A.Md
Nip. 19810413 201407 1 004
	Penata Muda, III/a
	
Kasubag. Program dan Keuangan

	

	9.
	SATRUDDIN, SE
Nip. 19840210 201001 1 007
	Penata Muda, III/a
	
Analis

	

	10.
	ALWAHIDIN, S.A.P
Nip. 19800219 201407 1 002

	Penata Muda, III/a
	Pembuat Daftar Gaji 
	

	11.
	AWALUDDIN                                    
Nip. 19810814 200801 1 023

	Pengatur Tk. I, II/d 
	Bendahara
	

	12.
	SYAFRUDDIN                                                       
Nip. 19671108 200701 1 025

	Pengatur Tk. I, II/d

	Pengurus Barang

	

	13.
	PAHRIADI                                     
Nip. 19830509 201803 1 002
	Pengatur Muda Tk. I, II/b

	Pengadministrasi Umum
	




Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan :
Diklat SPAMEN/Diklat PIM Tk. II	=    -   orang
Diklat SPAMA/Diklat PIM Tk. III	=    1   orang
Diklat ADUM/ADUMLA PIM Tk IV	=    1   orang
Diklat Manajemen Proyek	=   .....orang
Diklat Bendaharawan 	=    ... orang
Diklat Lainnya 	=  11 orang
J u m l a h 		=   13    orang
Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional:
· Eselon III 	=    2   orang
· Eselon IV 	=    6   orang
		J u m l a h 				=    8  orang
b. Struktur Organisasi
Adapun struktur organisasi Kecamatan Pasimasunggu Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti terlihat dalam gambar berikut  :
	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR




 (
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STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada, Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
1) Camat
Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenagan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
Fungsinya :
1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah; 
2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan: dan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

2) Sekretaris Camat
Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi enyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hokum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan. 
Fungsinya :
1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan; 
2) Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4) Pengoordinasian  pengelolaan administrasi keuangan; dan
5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya; 

3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya:
6) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan  dokumen kepegawaian;
7) Melakukan pelayanan teknis administrasi kecamatan;
8) Melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan   penyelenggaraan rapat rapat;
9) Melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang  inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
10) Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
11) Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
12) Menyusun lapora pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya; 

4) Sub Bagian Program dan Keuangan
1) Menyusun rencana pelaporan sebagai pedoman kegiatan sub bagian	Umum, Kepegawaian dan Hukum dalam pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya:
6) Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7) Mengajukan pertimbangan hokum menurut kebutuhan;
8) Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat daerah;
9) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
10) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sector;
11) Melakukan system informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
12) Melakukan koordinasi, singkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kecamatan;
13) Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
14) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangangunan bidang kecamatan
15) Menyusun  rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
16) Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
17) Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan camat;
18) Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Camat;
19) Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
20) Menyusun neraca keuangan camat;
21) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang kecamatan;
22) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23) [bookmark: OLE_LINK2]Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;  

5) Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kepala Seksi pemerintahan adalah unsur pelayanan teknis di bidang tata pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan .
Tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Tata  Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya:
f. Memfasilitasi pembinaan ideology Negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
h. Melakukan pembinaan desa / kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan derah lainnya yang ada diwilayah kerjanya;
k. Menyipkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;  


6) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum  mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban umum.
Tugasnya :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum  sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum  untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas ;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya:
f. Melakukan fasilitasi kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
g. Melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan;
h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada kecamatan yang bersangkutan;
i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban umum;
j. Memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama PPNS;  
k. Melakukan pengamanan kebijakan peraturan daerah dalam Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
l. menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentum;
m. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban; dan
n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;  

7)  KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
	Kepala Seksi pemerintahan  mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ekonomi dan Pembangunan.
Fungsinya :
a. Menyusun Rencana Kegatan Seksi Ekomnomi dan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya

f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dan kebijakan Pemerintah Daerah;

g. Melakukan fasilitas bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan  holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodic;

i. Melakuakan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuaidengan kebijakan Pemerintah Daerah;

k. Menyaiapkan rekomendasi perijinan tertentu;

l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/kelurahan;

m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;

n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang:

q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;

r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;

s. Mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;

t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;

u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;

v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


8) KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

	Kepala Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.
Fungsinya :
a. Menyusun Rencana Kegatan Seksi Kesehjahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesehjahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan Sosial;

g. Melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan;

h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesehjahteraan social, bantuan social dan perlindungan social serta pengembangan dan pemberdayaan social;

i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesehjateraan social;

j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan Sosial;

k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


9) KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Tugas :
a. Menyusun Rencana Kegatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. Melakukan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat meliputi pasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;


g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan social meliputi pasilitasi social, ketenaga kerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah social;

i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;

j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;

k. [bookmark: OLE_LINK1]Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Kecamatan Pasimasunggu Timur di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.








BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. VISI DAN MISI
Menyikapi dinamika perkembangan serta tuntutan akan pelayanan prima dari masyarakat, maka diperlukan peran dan fungsi setiap unit kerja pemerintah daerah yang semakin optimal dengan bertumpu pada paradigma pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, peranan setiap unit kerja pada saat ini sangat strategis sebagai fasilitator, moderator dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat.
Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam menetapkan visinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen dalam perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang  menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Rencana Strategis secara sistematis mengedepankan isu- isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 – 2021 dengan sasaran sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatnya efektivitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Aparatur Pemerintah di Kecamatan maupun Aparatur Desa.
3. Meningkatnya efektivitas  kordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada urusan pemerintahan bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan capil.
4. Meningkatnya efektivitas  koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada bidang ekonomi dan pembangunan untuk urusan PU, perumahan, penataan ruang, pertanian, perikanan, UKM.
5. Meningkatnya efektivitas  kordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada bidang pemerintahan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, keagamaan, pemuda dan olah raga, kesbangpol.
6. Meningkatnya efektivitas  kordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan pada bidang kesbangpol serta ketertingan dan ketentraman.

1. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan ke mana organisasi akan diarahkan pada akhir perencanaan. Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut  serta berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, maka, visi Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah : 

“ KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR LEBIH MAJU DAN BERMARTABAT”

Lebih Maju mengandung makna kondisi Kecamatan Pasimasunggu Timur semakin lebih baik dari sebelumnya. Orientasi dari Lebih maju mengindikasikan adanya progress kemajuan-kemajuan setiap saat baik dibidang Pemerintahan, Pembinaan, Pembangunan, Pemberdayaan maupun Pelayanan Kemasyarakatan dengan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Bermartabat mengandung makna dengan kemajuan yang diraih akan menjadikannya memiliki harga diri yang tinggi dengan tetap pada pelayanan prima dan ramah yang berasaskan prikamanusiaan yang adil dan beradab. Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan lokal, nasional dan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Selayar padatahun 2022, yaitu“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”.

2. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah , sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkenpentingan mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Misi pembangunan Kecamatan Pasimasunggu Timur mengacu pada Visi yang ingin diwujudkan yaitu Out Come yang ingin dicapai adalah indeks pembangunan manusia, untuk itu dirumuskannya dalam 3 ( Tiga ) sektor pokok dan sektor lainnya sebagai komplementer antara lain dapat diuraikan sebagi berikut :
1. Mewujudkan Tata Pemerintah yang bersih dan Melayani;
2. Mewujudkan Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Lestari untuk kepentingan Pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima;
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

B. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS
Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran perlu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh, baik faktor-faktor yang bersifat mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu Timur.
Pengaruh lingkungan internal meliputi faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan pengaruh lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunity) dan tantangan (threats).
Di bawah ini disajikan lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagai berikut :
1. Pengaruh Lingkungan Internal
1. Kekuatan(Strength):
1. Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang jelas sebagai potensi untuk mengembangkan eksistensi Kecamatan Pasimasunggu Timur;

2. Tersedianya sumber daya manusia dengan jumlahnya yang cukup dan dengan sikapnya yang terbuka, kritis, dinamis, dan adaptif adalah merupakan potensi yang dapat didayagunakan untuk mendukung kinerja;
3. Tersedianya fasilitas dukungan dana operasional/ anggaran yang cukup memadai, yang dapat didayagunakan untuk mengoptimalkan kinerja operasional.
2. Kelemahan (Weakness)  :
1. Masih belum optimalnya kinerja pegawai dilihat dari aspek efektivitas, efesiensi dan akuntabilitas, sehingga mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat serta pemberdayaan ;
2. Masih belum optimalnya penetapan program dan sasaran kegiatan sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih belum optimalnya usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik .
2. Pengaruh Lingkungan Eksternal
1. Peluang (Opportunity) :
1. Semangat desentralisasi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk meningkatkan kualitas  pemberdayaanpotensilokal dengan memanfaatkan seoptimal mungkin keterlibatan masyarakat dan sektor swasta ;
2. Semakin kuat dan berperannya organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan serta  lembaga-lembaga non pemerintah yang dapat dijadikan partnership dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah;
3. Adanya potensi budaya dan kearifan lokal yang agamis, yang merupakan peluang untuk dapat didayagunakan dalam rangka mengatasi berbagai problema penanganan pembangunan daerah.
4. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah dan daerah yang cukup kondusif  untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan;

5. Ancaman/Tantangan (Threats) :
1. Masih belum optimalnya tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Kualitas sumber daya manusia perangkat desa yang kurang optimal sehingga  pemerintahan dan pelayanan masyarakat belum terlaksana secara maksimal;
3. Sarana dan prasarana di kecamatan dan desa yang kurang mendukung untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat secara maksimal.
4. Globalisasi teknologi informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mempengaruhi karakter dan budaya lokal;
5. Banyaknya sumber daya alam yang pemanfaatan dan pengelolaannya belum bisa merata serta maksimal,

6. Faktor Kunci Keberhasilan/ Critical Succes Factors (Csf)
Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari  misi dimana didalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja. Faktor-fakor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal.
Faktor-faktor kunci keberhasilan Kecamatan Pasimasunggu Timur dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Manfaatkan praktis otonomi daerah dan implementasi kebijakan reformasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas dan produktifitas kinerja;
2. Kelola sumber daya manusia yang potensial dan prospektif untuk peningkatan kinerja dan produktifitas;
3. Dayagunakan potensi kearifan budaya lokal yang mengacu pada penjabaran visi misi kabupaten kepulauan selayar untuk dasar penciptaan iklim yang kondusif bagi upaya problem solving permasalahan daerah;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk meningkatkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
5. Mantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dengan melibatkan peran masyarakat danswasta guna memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat;
6. Menggali potensi Sumber Daya Alam yang belum dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kompentensi Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.
7. Mengoptimalkan pelayanan kecamatan yang mengacu pada program dan kebijakan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan diraih atau ingin dicapai dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkanya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berangkat dari capaian tersebut adapun tujuan Kecamatan Pasimasunggu Timur ialah Terciptanya dan Meningkatnya Kemajuan Kecamatan Pasimasunggu Timur ke arah yang lebih baik.

2. Sasaran
Sebagimana visi dan misi yang telah ditetapkan , untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang saling berkaitan adapun tujuan yang ingin dicapai yakni :
1. Mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan;
2. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;
4. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah dengan melibatkan semua stakeholder;
5.  Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan secara optimal.

D. ARAH KEBIJAKAN
Kebijakan adalah merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan, atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan juga merupakan keputusan yang mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
Berdasarkan makna kebijakan tersebut makaarah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2019-2022, dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat;
2) Mengoptimalkan fungsi koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan;
3) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;
4) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah;
5) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.

Pada prinsipnya tujuan dan sasaran perlu adanya indikator yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi dan sumber daya manusia yang handal dalam pemenuhan capaian dan target perencanaan kinerja maka bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tujuan 	1	:	Mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan.
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Arah Kebijakan

	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik
	SDM yang mampu menjawab tantangan kedepan, terampil dan berkualitas
	Melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat








Tujuan	2	:	Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
	Sasaran
	Indikator Sasaran 
	Arah Kebijakan

	Terwujudnya kegiatan pemerintahan yang baik
	Terselenggaranya kegiatan berbasis kompetensi yang unggul dalam aspek pembangunan
	Mengoptimalkan fungsi koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan;



Tujuan	3	:	Menyelenggarakan Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Arah Kebijakan

	Membangunnya Desa dalam peningkatan pemerintahan
	Administrasi dan jenjang pendidikan optimal
	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;








Tujuan	4	:	Menyelenggarakan Pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah dengan melibatkan stakeholder.
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Arah Kebijakan

	Meningkatnya pembangunan di semua wilayah kerja  
	Pelaksanaan tugas akan lebih mudah

	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah;




Tujuan	5	:	Menyelenggarakan Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan secara optimal
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Arah Kebijakan

	Membangun masyarakat yang bermartabat dan berdaya saing global 
	Membangun pola pikir masyarakat yang berinovasi 
	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.



E. RENCANA KERJA
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran terkait dengan visi dan misi, maka dilakukan upaya-upaya yang ditempuh melalui Kebijakan dan program yang telah dipilih. Hal ini diharapkan agar dengan alternatif terpilih dari berbagai kebijakan dan program yang ada, akan memperoleh hasil yang maksimal efektif dan efisien.
1. Program Kegiatan
Berdasarkan kebijakan dan program kerja yang telah dikemukakan terdahulu, maka untuk merealisasikannya diperlukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Untuk Tahun Anggaran 2022 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasimasunggu Timur melalui program-program sebagaimana tersebut di bawah ini :
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat daerah
2) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
3) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keter tiban umum
4) Program penyelenggaraan pemerintahan umum
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah
2. Pembinaan wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestraian Bhinek Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemerliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksnakan oleh instansi vertical.
5) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
1. Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, dengan jumlah alokasi dana secara keseluruhan sebesar Rp. 1.608.160.693,00,- Sebelum perubahan dan sesudah perubahan sebesar Rp. 1.627.676.089,00,-  (Satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah).



2. Indikator Keberhasilan Pencapaian
Indikator keberhasilan pencapaian dalam setiap kegiatan dapat diketahui dari indikator kinerja masing-masing kegiatan tersebut. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam menetapkan pengukuran kinerja mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, yaitu dengan indikator kinerja kegiatan terdiri dari Indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil.
1. Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan Outputs.
2. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa baik berupa fisik maupun non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dengan penetapan indikator tersebut dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran karena indikator kinerja tersebut adalah merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.







BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran Kinerja dimaksud dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form. PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form. PPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dan 4, yang mencakup :
· Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
· Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dalam dokumen rencana kinerja.
Adapun dari hasil pengukuran kinerja dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka hasil pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan realisasi tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) berdasarkan kelompok program dari masing-masing kelompok Indikator Kinerja Kegiatan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
1. Administrasi keuangan perangkat daerah
Penyediaan gaji dan tunjangan dilaksanakan melalui indikator kinerja sbb :
	· Masukan
	:
	Dana DPA-SKPD : Rp. 1.088.352.604,00 setelah perubahan Rp. 1.041.998.000,00

	· Keluaran
	:
	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN

	· Hasil
	:
	Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN



2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui indikator kinerja sbb :
	· Masukan
	:
	Dana DPA-SKPD : Rp. 7.500.000,00 Setelah Perubahan Rp. 7.500.000,00

	· Keluaran
	:
	Belanja Pakaian Olahraga

	· Hasil
	:
	Terwujudnya dan Meningkatnya Kelancaran Tupoksi yang didukung oleh Layanan



3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan melalui indikator kinerja sbb :
	· Masukan
	:
	Dana DPA-SKPD  : Rp. 220.239.000,00 Setelah Perubahan : Rp. 230.156.000,00

	· Keluaran
	:
	Terlaksananya dan Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran

	· Hasil
	:
	Terwujudnya dan Meningkatnya Kelancaran Tupoksi yang didukung oleh Layanan Administrasi Perkantoran



2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dilaksanakan melalui indikator kinerja sbb :
	· Masukan
	:
	Dana DPA-SKPD  : Rp. 12.000.000,00 Setelah Perubahan : Rp. 12.000.000,00

	· Keluaran
	:
	Tersedianya kantor perwakilan 

	· Hasil
	:
	Terwujudnya peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan



3. Program  Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
dilaksanakan melalui indikator kinerja sbb :
	· Masukan
	:
	Dana DPA-SKPD  : Rp. 9.485.389,00 Setelah Perubahan : Rp. 9.485.389,00

	· Keluaran
	:
	Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

	· Hasil
	:
	Terciptanya Situasi dan kondisi lingkungan permukiman yang lebih kondusif



4. Program  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Penyelenggaraan urursan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dilaksanakan melalui indikator kinerja sbb :
	· Masukan
	:
	Dana DPA-SKPD  : Rp. 59.100.000,00 Setelah Perubahan : Rp. 112.600.000,00

	· Keluaran
	:
	Terlaksananya HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Selayar

	· Hasil
	:
	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Kepedulian Terhadap NKRI dan Sejarah Pembentukan Kabupaten Kepulauan Selayar



5. Program  Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan melalui indikator kinerja sbb :
	· Masukan
	:
	Dana DPA-SKPD  : Rp. 15.163.000,00 Setelah Perubahan : Rp. 29.405.489,00

	· Keluaran
	:
	Terbinanya SDM Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APB Desa

	· Hasil
	:
	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Tata Kelola Administrasi APB Desa




2. Pengukuran Kinerja Sasaran
Pengukuran kinerja sasaran tahun 2022 Kecamatan Pasimasunggu Timur melalui berbagai sasaran dan indikator sasarannya sebagai berikut : 
Sasaran 1 :
Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan sesuai dengan standar kerja Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan indikator Sasaran :
a. SDM yang mampu menjawab tantangan kedepan, terampil dan berkualitas
Target	= 60 %
Realisasi	= 60 %
Sasaran 2 :
Melaksanakan program pembangunan secara optimal dengan sistem informasi dan teknologi yang handal, dengan indikator sasaran :
a. Penyediaan data yang akurat, cepat dan efisien
Target	= 50 %
Realisasi	= 30 %
Sasaran 3 :
Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan indikator sasaran :
a. Jenjang pendidikan dan kepangkatan yang memenuhi syarat
Target	=	70 %
Realisasi	=	50 %
Sasaran 4 :
Tugas pokok dan fungsi bisa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dengan indikator sasaran :
a. Pelaksanaan tugas akan lebih mudah
Target	:	100 %
Realisasi	:	60 %

B. EVALUASI KINERJA
1. Evaluasi Kinerja Kegiatan
Evaluasi kinerja kegiatan tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja dan capaian kinerja tahun 2022, yang dapat disajikan dengan hasil evaluasi dari indikator kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut :
1.1 Program Penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan kegiatan :
1.1.1 Administrasi keuangan daerah
	Indikator Kinerja
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Realisasi
	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian ( Target)

	1
	2
	3
	4

	Masukan : Dana
	Rp. 1.041.998.000,-
	Rp. 998.732.446,-
	64,02

	Keluaran : Tersedianya Kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai selama 12 Bulan
	12 Bln
	12 Bln
	95,85

	Hasil : Terwujudnya Kelancaran gaji dan tunjangan Pegawai
	100%
	95,85
	95,85




1.1.2 Administrasi kepegawaian perangkat daerah
	Indikator Kinerja
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Realisasi
	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian ( Target)

	1
	2
	3
	4

	Masukan : Dana
	Rp. 7.500.000,00
	Rp. 7.500.000,00
	0,46

	Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar
	12 Bln
	12 Bln
	100

	Hasil : Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Pegawai
	100%
	100%
	100





1.1.3 Administrasi umum perangkat daerah
	Indikator Kinerja
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Realisasi
	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian ( Target)

	1
	2
	3
	4

	Masukan : Dana
	Rp. 413.940.000,00
	Rp. 402.886.360,00
	25,43

	Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi
	12 Bln
	12 Bln
	97,32

	Hasil : Terwujudnya Pelaksanaan Rapat Koordinasi
	100%
	97.32%
	97,32


1.2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan kegiatan :

1.2.1 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Realisasi
	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian ( Target)

	1
	2
	3
	4

	Masukan : Dana
	Rp. 12.000.000.00
	Rp. 12.000.000.00
	0,74

	Keluaran : Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
	12 bln
	12 bln
	100

	Hasil : Terwujudnya Penyediaan Meubeleur Rumah Jabatan Dinas Kecamatan
	100%
	100%
	100




1.3 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dengan kegiatan :
1.3.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
	Indikator Kinerja
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Realisasi
	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian ( Target)

	1
	2
	3
	4

	Masukan : Dana
	Rp. 10.232.000,00
	Rp. 10.189.000,00
	0,63

	Keluaran : 1. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
	12 Bln
	12 Bln
	99.58

	Hasil : Terwujudnya Ketertiban Umum dan Kesadaran Masyarakat dalam Mentaati Peraturan yang Berlaku
	100%
	99.58%
	99.58



1.4 Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dengan kegiatan :
1.4.1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
	Indikator Kinerja
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Realisasi
	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian ( Target)

	1
	2
	3
	4

	Masukan : Dana
	Rp. 112.600.000,00
	Rp. 52.300.000,00
	6,92

	Keluaran : Tersedianya Operasional Penunjang Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
	12 Bln
	12 Bln
	46.45

	Hasil : Terwujudnya Pelaksanaan Program Kegiatan pembinaan kepemudaan Tingkat Kecamatan
	100%
	46.45%
	46.45





1.5 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan kegiatan :
1.5.1 Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
	Indikator Kinerja
	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Realisasi
	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian ( Target)

	1
	2
	3
	4

	Masukan : Dana
	Rp. 29.405.489,00
	Rp. 28.955.000,00
	1,81

	Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Skala Prioritas Kecamatan
	12 Bln
	12 Bln
	98.47

	Hasil : Terwujudnya Pelaksanaan Musrembang dan Dokumen Skala Prioritas Tingkat Kecamatan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan 
	100%
	98.47%
	98.47





2. Evaluasi Kinerja Sasaran
Evaluasi kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara Rencana tingkat capaian (target)  dengan realisasi yang ada pada indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2019 Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.
Berdasarkan evaluasi kinerja sasaran Tahun 2019 pada Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikemukakan sebagai berikut :
Sasaran 1 :
Memberikan pelayanan kepada masayarakat yang lebih baik dan sesuai dengan standar kerja Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan indikator Sasaran :
a. SDM yang mampu menjawab tantangan kedepan terampil dan berkualitasDari rencana tingkat capaian (target) yang ditetapkan 60%, indikator sasaran ini terealisasi 60% dengan demikian tingkat capaian target mencapai 100% semoga kedepan diharapkan dapat ditingkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Sasaran 2 :
Melaksanakan program pembangunan secara optimal dengan sistem informasi dan teknologi yang handal, dengan indikator sasaran :
a. Efisiensikinerja aparaturTertib dan disiplin administrasiDari rencana tingkat capaian (target) yang ditetapkan 50% , indikator sasaran ini terealisasi20 %, dengan demikian tingkat pencapaian target mencapai 40 %. Kondisi yang menyebabkan belum efisiennya pekerjaan pegawai dikarenakan kurangnya penguasaan dalam hal INFORMATIKA

Sasaran 3 :
Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan indikator sasaran :
a. Jenjang pendidikan yang proporsional dan memenuhi syaratdari rencana tingkat capaian (target) yang ditetapkan 70 %, indikator sasaran ini terealisasi 50 %, dengan demikian tingkat pencapaian target mencapai 70 %.

Sasaran 4 :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator sasaran :
a. Pelaksanaan tugas  akan lebih mudahdari rencana tingkat capaian (target) yang ditetapkan 100 %, indikator sasaran ini terealisasi 60 %, dengan demikian tingkat pencapaian target mencapai 60 %.

C. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA
1. Evaluasi Kinerja Sasaran
Terkait dengan tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategik Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, maka selama tahun 2022 kinerja yang telah dicapai sebagaimana telah diukur melalui pengukuran kinerja Kegiatan (Form PKK) dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program penunjang urusan pemerintahan daerah diarahkan guna pemenuhan sarana prasarana pendukung guna terwujudnya kelancaran, ketenangan dan kenyamanan kerja. Anggaran APBD yang disediakan sebagai indikator kinerja masukan untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.463.438.600,00;- yang dipergunakan untuk :
1. Administrasi keuangan perangkat daerah . Dibandingkan dengan Rencana tingkat capaian (target) sebagaimana yang direncanakan, kegiatan ini telah terealisasi 95.85 % ( dari plafon sebesar Rp.1.041.998.000,00;- ) untuk target indikator kinerja masukan, dan 61.36 %  untuk target indikator kinerja hasil.
2. Administasi kepegawaian perangkat daerah. Dibandingkan dengan Rencana tingkat capaian (target) sebagaimana  yang direncanakan, kegiatan ini telah terealisasi 100 % ( dari plafon sebesar Rp. 7.500.000,00;- ) untuk target indikator kinerja masukan, dan 100 %  untuk target indikator kinerja hasil.
3. Administrasi umum perangkat daerah. Dibandingkan dengan Rencana tingkat capaian (target) sebagaimana yang direncanakan, kegiatan ini telah terealisasi 97.32 % ( dari plafon sebesar Rp. 413.940.000,00;- ) untuk target indikator kinerja masukan, dan 24.75 %  untuk target indikator kinerja hasil.

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan pada kegiatan peningkatan efektifitas pemerintahan ditingkat kecamatan. Maksud dan tujuan dari program tersebut adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan sekaligus kenyamanan serta fasilitasi bagi aparatur dalam melaksanakan tugas kedinasan.  
Anggaran APBD yang disediakan sebagai indikator kinerja masukan untuk program ini adalah sebesar Rp.12.000.000,00 Dibandingkan dengan Rencana tingkat capaian (target) sebagaimana yang direncanakan, kegiatan ini telah terealisasi 100 % ( dari plafon sebesar Rp. 12.000.000,00;- ) untuk target indikator kinerja masukan, dan 100 % untuk target indikator kinerja hasil.

3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan melaui kegiatan Koordinasi penyelenggaran kegiatan pemerintahan  di wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur. Dibandingkan dengan Rencana tingkat capaian (target) sebagaimana yang direncanakan, kegiatan ini telah terealisasi 99.58 % ( dari plafon sebesar Rp. 10.232.000,00;- ) untuk target indikator kinerja masukan, dan 0,63 % untuk target indikator kinerja hasil.
4. Program penyelengaraan urusan pemerintahan umum
Program penyelengaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah. Dibandingkan dengan Rencana tingkat capaian (target) sebagaimanayang direncanakan, kegiatan ini telah terealisasi 46.45 % ( dari plafon sebesar Rp. 112.600.000,00;- ) untuk target indikator kinerja masukan, dan 3.21 %  untuk target indikator kinerja hasil

5. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.
Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa dilaksanakan melaui kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur. Dibandingkan dengan Rencana tingkat capaian (target) sebagaimana yang direncanakan, kegiatan ini telah terealisasi 98.47%  ( dari plafon sebesar Rp. 29.405.489,00;- ) untuk target indikator kinerja masukan, dan 1,78%  untuk target indikator kinerja hasil


2. Permasalahan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2022, Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar walaupun telah menunjukkan eksistensinya pada pelaksanaan kegiatan, namun tidak terlepas dengan permasalahan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kerja senantiasa mempengaruhi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Berikut disampaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam realisasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Beberapa kendala / hambatan dalam pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah, berikut kegiatan kegiatan yang tercakup didalamnya adalah :
a. Masih sangat terbatasnya kuantitas maupun spec sarana komputer yang ada, padahal kelengkapan fasilitas penunjang ini sangat diperlukan untuk kelancaran serta penyelesaian tugas sehingga dapat terselesaikan tepat waktu sesuai schedule kegiatan yang direncanakan. Perbandingan antara volume pekerjaan dan sarana komputer dan printer yang tersedia sangat tidak memadai lagi ( 50 % dengan kualifikasi spec yang tidak lagi mendukung).
b. Masih sangat terbatasnya kualitas dan sumber daya manusia, pegawai dalam penguasaan alat teknologi informasi penunjang administrasi perkantoran sehingga beban semakin menumpuk pada sebagian pegawai yang memahami dan menguasai alat tekhnologi dan komunikasi penunjang administrasi perkantoran.
c. Kurang memadainya jumlah dan kondisi kendaraan operasional  roda 2 (dua) yang ada
d. Terbatasnya dana untuk melaksanakan perawatan  ruang kerja kantor kecamatan.
e. Terbatasnya dana dalam pengadaan moubeleur kantor kecamatan.
f. Masih terbatasnya dana dalam pemeliharaan peralatan gedung kantor
g. Masih terbatasnya dana dalam pemeliharaan peralatan kendaraan dinas operasional kantor kecamatan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Beberapa kendala / hambatan dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berikut kegiatan yang tercakup didalamnya adalah :
a. Belum optimalnya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
b. Masih kurangnya Kemampuan Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
c. terbatasnya alokasi anggaran guna lebih mendukung program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3. Program Pengembangan Nilai Budaya.
Program Pengembangan Nilai Budaya berikut kegiatan yang tercakup didalamnya, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala/ hambatan sebagai berikut :
a. Masih terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Kecamatan Pasimasunggu Timur.
b. Masih terbatasnya dana dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam kegiatan Hari Jadi Selayar di ibukota Kabupaten.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum berikut kegiatan yang tercakup didalamnya, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala/ hambatan sebagai berikut :
a. Masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta koordinasi dalam penanganan ketentraman dan ketertiban.
b. Masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan Pembinaan Keagamaan.
c.   Masih kurangya seleksi MTQ di tingkat desa

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan berikut kegiatan yang tercakup didalamnya, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala/ hambatan sebagai berikut : 
a. Masih terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Kecamatan Pasimasunggu Timur.
b. Masih terbatasnya dana dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam kegiatan Hari Jadi Selayar di ibukota Kabupaten.
c. Tidak adanya izin pelaksanaan Turnamen Bupati Cup V dikarenakan situasi dan kondisi yang kurang kondusif sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa berikut kegiatan yang tercakup didalamnya, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala/ hambatan sebagai berikut : 
a. Masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan APB Desa.
b. Masih kurangya anggaran dalam pelaksanaan asistensi APB Desa.

3. Pemecahan Masalah
a. Perlunya penambahan sarana komputer baik PC maupun Notebook dengan spesifikasi sesuai standar kebutuhan, yang dilakukan secara bertahap sampai pada proporsi yang memadai dengan jumlah staf pelaksana.
b. Perlunya penambahan /penggantian kendaraan dinas roda 2 (dua) yang sesuai spesifikasi, guna menunjang kelancaran tugas operasional lapangan Kecamatan Pasimasunggu Timur. 
c. Perlunya anggaran dalam menunjang kegiatan pelaksanaan bimbingan tekhnis peningkatan SDM Aparatur
d. Perlunya Anggaran dalam penunjang bimbingan dan koordinasi ke wilayah setiap desa se kecamatan Pasimasunggu Timur dan perlunya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat bahwa pentingnya tertib administrasi penduduk di semua desa se kecamatan Pasimasunggu Timur.
e. Perlunya penambahan anggaran dalam pelaksanaan koordinasi ke wilayah desa se kecamatan Pasimasunggu Timur
f. Perlunya bimbingan kesadaran terhadap pentingnya membayar PBB bagi semua desa se kecamatan Pasimasunggu Timur.
g. Perlunya penambahan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan kordinasi ke desa di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur dalam hal pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
h. Perlunya pembinaan dan kesadaran setiap pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur
i. Perlunya pembinaan rutin kepada semua masyarakat di kawasan kecamatan Pasimasunggu Timur terhadap pentingnya menjaga keamanan setiap lingkungan
j. Perlunya koordinasi yang baik dan penyampaian laporan dalam penanganan kasus – kasus di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur.
k. Perlunya penambahan anggaran dalam pembinaan dan koordinasi ke setiap desa di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur
l. Perlunya kesadaran pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa.
m. Perlunya kesadaran pemerintah desa dalam membangun desanya.
n. Perlunya koordinasi, evaluasi, bimbingan dalam pengelolaan anggaran desa.

D. PROGRAM PRIORITAS
Selain tersebut diatas maka terdapat sasaran Program yang non rutin yang menjadi skala prioritas yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan yaitu :
1. Menurunnya jumlah penduduk miskin pada Tahun 2022;
2. Terealisasinya Program Tuntas Buta Aksara;
3. Terwujudnya Realisasi Program ODF (Open Defecation Free)/Stop BABS;
4. Terwujudnya peningkatan jumlah ternak kambing dan sapi di Kecamatan;
5. Pengembangan ternak Kambing dan Sapi
6. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan penanganan kasus;
7. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan khusus bencana yang ada di wilayah kecamatan.
8. Intesifikasi Tanah Pekarangan (INTAP)
9. Peningkatan pendapatan asli daerah sektor pariwisata

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Suatu organisasi dapat menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan apabila dalam pelaksanaan kegiatanya didukung dengan adanya anggaran yang memadai dan seimbang sesuai dengan beban tugas yang diberikan. Oleh karena itu prinsip efisiensi dan efektifitas senantiasa dipergunakan sebagai indikator kinerja dalam menjalankan pelaksanaan kegiatannya baik yang secara tidak langsung maupun secara langsung memberikan kontribusinya kepada kinerja Pemerintah Kabupaten. 
Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, mendapatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten) yang pengelolaannya mengacu pada DPA-SKPD yang telah disahkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 900/132/X/2022/BPKPD.
Sesuai  APBD  Tahun  2022  dari plafon dana setelah perubahan untuk Belanja Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 1.627.676.089,00 yang terdiri  dari  Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.041.998.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 585.678.089,00.
Sedangkan  APBD  Tahun  2021 plafon dana  untuk Belanja Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 1.845.485.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.156.550.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 688.935.000,00 Secara substansial, secara makro dapat dilakukan komparasi sebagai berikut :
1. Apabila dibandingkan, nampak bahwa jumlah plafon alokasi dana untuk Tahun 2022 terdapat pengurangan sebesar 7,41 % atau pengurangan sebesar Rp. 217.808.911,00 dari plafon alokasi dana Tahun 2021. 
2. Lebih lanjut untuk alokasi belanja tidak langsung yang terdiri atas anggaran belanja gaji Aparatur Kecamatan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar                      Rp. 114.552.000,00 atau 7,41 %, yaitu dari Rp. 1.156.550.000,00,- pada Tahun 2021 menjadi Rp. 1.041.998.000,00 pada Tahun 2022. Penurunan ini dikarenakan adanya  mutasi yang berpengaruh pada Penurunan plafon belanja tidak langsung pada Tahun 2022.
3. Sedangkan untuk alokasi belanja langsung yang terdiri atas anggaran belanja program / kegiatan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 103.256.911,00 atau 1,19 %, yaitu dari Rp. 688.935.000,00 pada Tahun 2021 menjadi Rp. 585.678.089,00 pada Tahun 2022.
Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dan realisasinya dapat disajikan sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung 
Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional sebagaimana TUPOKSI, Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan alokasi anggaran belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung ( belanja gaji ) dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebesar Rp.1.041.998.000,00 Dari jumlah alokasi dana yang  ditetapkan  tersebut  direalisasikan  sebesar  Rp. 998.732.446,00 ( 95,85 %).
b. Belanja Langsung
Untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategik Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pada Tahun 2022 telah ditetapkan prioritas kegiatan sebanyak 5 (Sepuluh) program yang terdiri dari Kegiatan dengan jumlah alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.585.678.089,00 Dari jumlah alokasi dana yang  ditetapkan  tersebut  direalisasikan  sebesar  Rp. 513.810.360,00 (86,57 %).
Lebih lanjut  penjelasan mengenai Alokasi Dana dan Realisasi Belanja Program Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel sebagai mana berikut : 
REKAPITULASI ALOKASI DANA DAN REALISASI BELANJA PUBLIK
KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR TAHUN 2022
SUMBER DANA : ABPD II
	No
	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
	PELAKSANAAN

	
	
	Alokasi 
Anggaran (Rp.)
	Realisasi 
Anggaran (Rp.)
	%

	1
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	
	
	

	

	· Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
· Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

· Administrasi Umum Perangkat Daerah

	1.041.998.000,00

7,500.000,00

413.940.000,00

	998.732.446,00

7,500.000,00

402,866.360,00

	95.85

100

97,32


	2
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	
	
	

	


	· Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  di tingkat Kecamatan
	12.000.000,00

	12.000.000,00

	100


	3
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	
	
	

	


	· Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

	10.232.000,00


	10.189.000,00


	99,58



	4
	Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	
	
	

	
	· Peyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
	112.600.003,00
	52.300.000,00
	46,45


	5
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan  Desa
	
	
	

	
	· Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa
	29.405.489,00
	28.955.000,00
	98,47

	JUMLAH
	1.627,676.092,00
	1.512,542.812,00
	92,93




BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasimasunggu Timur merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun Anggaran 2022.
Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Pasimasunggu Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2022 secara Keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan. 
Namun demikian disadari bahwa selama Tahun 2022 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik antara lain :
1. Pembinaan Kualitas SDM aparatur yang belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan;
2. Belum sepenuhnya ada  petunjuk yang lengkap tentang pelaksanaan dan petunjuk tehnis, maupun pedoman tugas-tugas bidang tertentu yang  dilimpahkan kepada Camat, sehingga berdampak terhadap proses kegiatan pelayanan masyarakat ;
3. Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana / tidak terlaksana sesuai rencana, hal ini lebih disebabkan karena keterbatasan alokasi anggaran, personil dan sarana prasarana yang ada serta tidak adanya izin dari pihak terkait atau yang berwenang akibat situasi atau keaadan saat itu yang kurang kondusif. 

Menyikapi kondisi sebagaimana diatas, maka pemecahannya yang perlu segera dilaksanakan adalah :
1.	Secara intern perlu segera dipahami tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di Unit kerja Kecamatan, karena dengan adanya peningkatan pemahaman TUPOKSI sesuai dengan struktur organisasi diharapkan akan  adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat ;
2.	Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik yang ada di Kecamatan maupun Desa, maka telah ada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait dengan pelaksanaan pelayanan masyarakat dan tugas-tugas pembinaan yang bisa ditangani langsung oleh Kecamatan maupun Desa, namun hal ini masih dirasa kurang optimal dalam mengakomodir terhadap tugas dan fungsi Camat. Mengingat didalam Peraturan Bupati tersebut sangat dibatasi kewenangannya dan masih belum menyeluruh dalam hal ini termasuk Peralatan/Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi(P3D).
3.	Mengkoordinir pelaksanaan program-program dari Badan / Dinas / Kantor terkait, dengan pelaksanaan tugas Camat dan Desa di wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.


Ujung Jampea, 01 Maret 2023

CAMAT PASIMASUNGGU TIMUR


H. SAMSUL BAHRI, SE
	                       Pangkat   :   Pembina Tk.I, IV/b
	                       NIP. 19701016 199803 1 012




	







CAMAT



Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan



Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan



SEKRETARIS



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan



Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Kepala Seksi Tata Pemerintahan


Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 


Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
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